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15 Tahun 2004 tentang
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baran Negara Republik

Nomor 66, Tambahan
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

P¢mberian Tugas Belaj

Pg¢raturan Presiden Nomdr 12 Tahun 1961 tentang

(Tambahan Lembaran

N¢gara Republik Indonesig Nomor 2278)

or 84/M Tahun 2012

teptang Pengangkatan Kdpala Badan Standardisasi

K¢putusan Presiden No
stiona.l;

Pdraturan Menteri
97

Nggeri Bagi Pejabat Ne
Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor
Perjalanan Dinas Luar
ra, Pegawai Negeri, dan

Keuangan Nomor

110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara

Pembayaran Uang Makan |

Pefraturan Menteri

Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Keuangan Nomor

26 /PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal

PNS, Anggota TNI,

21 Bagi Pejabat Negara,

Anggota  POLRI, Dan

Penpsiunannya Atas Penghgsilan Yang Menjadi Beban

aran Pendapatan Dan
Peraturan Menteri
11
Ne

Pegawai Tidak Tetap;

Pefjaturan Menteri

190/PMK.05/2012 tentan

Dalam Rangka Pelaksana

dan Belanja Negara;

Earan Pendapatan Dan Belanja Negara Atau

Belanja Daerah;

Keuangan Nomor

8/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam

eri Bagi Pejabat Negdra, Pegawai Negeri, dan

Keuangan Nomor
I Tata Cara Pembayaran

n Anggaran Pendapatan

16. Keputusan. ...
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16. Keputusan Kepala Bad Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang
Ofganisasi dan Tata K¢rja Badan Standardisasi
Nasional sebagaimana teah beberapa kali diubah
tepakhir ~ dengan  Perjituran Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

17. Pdraturan Kepala Bad Standardisasi Nasional
Ngmor 1 Tahun 2014 tenfang Tata Cara Pemberian

Tynjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Sthndardisasi Nasional;

18. Pefraturan Direktur Jendetal Perbendaharaan Nomor
PHR-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak

Telap;

MEMUTUSKAN:

PERATYRAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG PEMBHRIAN DAN TATA CARA
PEMBANARAN UANG MAKAN (BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL

NASIONAL.

DI  LINGKUNGAN HADAN STANDARDISASI

Pasal |

Pemberfan dan Tata Cara Penjbayaran Uang Makan di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional adalah

sebagaitlana tercantum  dflam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2. ...
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Standardisasi Nasional.

N uang makan di lingkupgan Badan Standardisasi
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tang Standar Biaya pada

la tanggal 1 Oktober 2014.

[ta

pada tanggal 29 September 2014

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
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LAMPIRAN. ...
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prtugas dan bertanggung
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injutnya disingkat Kepala,

tanggung jawab atas pengelolaan anggaran BSN

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari

melaksanakan sebagian
anggaran pada BSN.

Bendahara Pengeluaran

pejabat/pegawai  yang

kewenangan dan tan

ditunjuk  untuk

membayarkan, menataysahakan, dan mempe

untuk keperluan belanja
BSN.

negara dalam rangka p¢

lanjutnya disingkat KPA,
ngguna Anggaran untuk

ng jawab penggunaan

pada BSN, yang selanjutnya disingkat BP, adalah

menerima, menyimpan,
rtanggungjawabkan uang

laksanaan anggaran pada

S. Pejabat. ...
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Pejabat Penandatang

selanjutnya disingkat :.I
KPA untuk melakukan
belanja negara pada BSN.
itmen Lingkup Keses

-SPM, adalah pejabat y
pengujian dan perinta

Pejabat Pembuat Kom

selanjutnya disingkat| PPK, adalah peja
kewenangan untuk melgkukan tindakan yang
anggaran belanja pada BSN.

Petugas Pengelolaan Administrasi
selanjutnya disingkat PRABP, adalah pembantu
tanggung jawab untuk

Kantor Pelayanan Per
KPPN, adalah instansi yertikal Direktorat Jen

ndaharaan Negara, y

memperoleh kuasa dari

sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara

Surat Perintah McI-Abayar pada BSN, yang

ng diberi kewenangan oleh

h pembayaran atas beban

maan pada BSN, yang
t/pegawai yang diberi
engakibatkan pengeluaran

Belanja PFegawai pada BSN, yang
KPA yang diberi tugas dan
Ingelola pelaksanaan b¢lanja pegawai pada BSN.

ng selanjutnya disingkat
ral Perbendaharaan yang

Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan

Pegawai Negeri Sipil yapg bertugas di lingkungan BSN, yang selanjutnya

disingkat PNS, adalah
Undang-Undang Nomor| 5 Tahun 2014 tentar
termasuk Calon PNS y

gawai Negeri Sipil sebsz

Operator Sistem Informgsi Presensi Pegawai pa
disingkat OSIP, adalah

diberikan tugas untuk mencatat data rekaman

jgaimana dimaksud dalam

g Aparatur Sipil Negara,

bertugas di lingkungap BSN.

da BSN, yang selanjutnya

NS pada unit-unit kerja di lingkungan BSN yang

kehadiran pegawai yang

diklarifikasi, mendokurhentasikan data duk

ng rekaman kehadiran

Pegawai, dan melaporkan data dukung rekaman kehadiran Pegawai kepada

Pejabat Eselon II pada ynit kerja yang bersang

kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan

utan untuk disampaikan

Humas dengan tembusan

kepada Kepala Bagian Orjganisasi dan Kepegawaign.
Uang Makan adalah uapg yang diberikan kepafla PNS berdasarkan tarif

dan dihitung secara hari

untuk keperluan makan PNS.

12. Daftar. ...
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jumlah kehadiran pada

lg Makan adalah daftag
th KPA/PPK dan BP
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hari-hari kerja selama

NAL

yang dibuat oleh PPABP

fang memuat nama PNS,

1 (satu) bulan, tarif uang

makan, dan jumlah uang makan yang diterima ANS.

Perjalanan Dinas adal
PNS, atau pihak lain, b

dari kedudukan tempd

perintah pejabat yang begrwenang;
n Negeri adalah perjala

Perjalanan Dinas Dalan

t tugas untuk kepen

perjalanan yang dilak

ik perseorangan maup

u‘l:an oleh PNS, Pegawai non

n secara bersama ke luar

lingan dinas/negara atas

nan yang dilakukan oleh

PNS, Pegawai non PNS, atau pihak lain, baik pefseorangan maupun secara

bersama untuk kepentirjgan dinas/negara ke ll.r.r
lalam wilayah Republik Indonesia atas perintah

tugas yang dilakukan ¢
pejabat yang berwenangj
Perjalanan Dinas Luar N
Pegawai non PNS, atay
bersama untuk kepentir
negeri ke tempat tujuai
negeri/ tempat bertolak
atau dari tempat kedudy

ke tempat tujuan di luar

Daftar Isian Pelaksan

adalah Dokumen Pelakganaan Anggaran yang

Pengguna Anggaran dal
pelaksanaan anggaran

Surat Pernyataan Tan

SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh KPA/PPK

memuat pernyataan b
honorarium, uang lemb
benar dan disertai kes
apabila terdapat kelebihg

egeri adalah perjalanan

dari kedudukan tempat

yang dilakukan oleh PNS,

pihak lain, baik perseorangan maupun secara

jgan dinas/negara, dari| tempat bertolak di dalam

1 di luar negeri, dari tgempat kedudukan di luar

di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri,

hkan di luar negeri/te

at bertolak di luar negeri

negeri atas perintah pejabat yang berwenang;

Anggaran, yang se

melaksanakan kegiq
N.

njutnya disingkat DIPA,
digunakan sebagai acuan

tan pemerintahan sebagai

ng Jawab Mutlak, yhang selanjutnya disingkat

wa seluruh pengel
ir, dan uang makan
Anggupan untuk meng

In pembayaran.

( Pimpinan Unit Kerja yang
an untuk pembayaran
S telah dihitung dengan
pmbalikan kepada negara

18. Pembayaran. ...
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20.
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22.
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yang dilakukan langsu

perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas

lainnya melalui penerbit
Surat Perintah Membay
adalah dokumen yang
yang bersumber dari I
penerima hak/BP.

Pajak Penghasilan Pasal

ng kepada BP/penerim

ar Langsung, yang sela

yang selanjutnya disingkat LS, adalah pembayaran

A hak lainnya atas dasar

atau surat perintah kerja

an Surat Perintah Membayar Langsung.
hjutnya disingkat SPM-LS,
literbitkan oleh PP-SPMl untuk mencairkan dana

PIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada

21, yang selanjutnya digebut PPh Pasal 21, adalah

pajak atas penghasilan $ehubungan dengan pe

dengan nama dan dalgm bentuk apapun ya

rjaan, jasa, atau kegiatan

diterima atau diperoleh

Wajib Pajak orang pribadli dalam negeri sebagainjana diatur dalam Pasal 21

Undang-Undang Pajak

Surat Setoran Pajak, y4
digunakan Wajib Pajak
penyetoran pajak yang te

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutr

dokumen yang ditandatf
untuk meminta pembay4
Surat Perintah Memb4
dokumen yang ditandat
untuk pencairan dana yj
dipersamakan.
Surat Perintah Pencaira
surat perintah yang dite
Umum Negara untuk

Pendapatan dan Belanja

pnghasilan.

ng selanjutnya dising

untuk melakukan pe
rutang.

angani oleh PPK yang
iran suatu kegiatan.

lyar, yang selanjutnya
Angani oleh PP-SPM ya
ang bersumber dari DIP

n Dana, yang selanjutn]

t SSP, adalah surat yang
bayaran atau melakukan

ya disingkat SPP, adalah
diajukan kepada PP-SPM

disingkat SPM, adalah

hg diajukan kepada KPPN

A atau dokumen lain yang

ya disingkat SP2D, adalah

rbitkan oleh KPPN mitr
pelaksanaan pengeluar
Negara berdasarkan SP

selaku Kuasa Bendahara

atas beban Anggaran

Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang pelanjutnya disingkat SPP-

LS, adalah dokumen yari
tagihan kepada penerim3

g diterbitkan oleh PPK,
| hak/BP.

lalam rangka pembayaran

BABII. ...




BADA

PH
Uang makan diberikan

kerja dalam 1 (satu) bul4

tarif yang ditetapkan dal
Biaya Masukan pada
Uang makan tidak diberi
a. tidak hadir kerja;

sedang menjalankan

sedang menjalani cut

sedang menjalani tu

© a0 o

makan.
Perjalanan dinas sebagai
perjalanan dinas dalam 1
Sebab-sebab lain seba
ditetapkan dengan Kepuf

harian perjalanan dinas

ke Negara adalah uang nj

n.
Besaran uang makan ygng diberikan kepada P]

am Peraturan Menteri K¢

perjalanan dinas;

i.

S
sebab-sebab lain yig mengakibatkan PNS tidak diberikan uang

BSN)
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BAB 11
MBERIAN UANG MAKA]

berdasarkan kehadiran

NAL

PNS di kantor pada hari

NS per hari sesuai dengan

fuangan mengenai Standar

n anggaran yang bersapngkutan.

an kepada PNS dengan|

¥

belajar; dan/atau

mana dimaksud pada a

jegeri dan perjalanan dir

usan Kepala.

Dalam hal terjadi pembayaran ganda antara U
maka yang diperhitungkan untuk dikembalikan

Uang makan bagi PNS

diperbantukan/dipeker;j
Uang makan PNS dibay
pada bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketent
makan PNS bulan Desem]
10. Pembayaran Uang Makar

lakan pada hari terjadin;
ang berasal dari Kemer
di BSN dibayarkan {

ketentuan:

ngka (3) huruf (b) meliputi

jas luar negeri.

paimana dimaksud pdda angka (3) huruf (e)

ang makan dengan uang

ya pembayaran ganda.
terian/Lembaga lain yang
bleh BSN.

kan setiap 1 (satu) bylan yang pembayarannya

nan sebagaimana dim

| PNS dilakukan dengan

ber dapat dibayarkan ;j

sud pada angka (8), uang
da bulan berkenaan.

mekanisme LS.

11. Terhadap. ...
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11. Terhadap uang makan
bawah tidak dikenakan
Terhadap uang makan vy
dikenakan PPh Pasal 21

12.

yang dibayarkan kepa
PPh Pasal 21.
ang dibayarkan kepada

sesuai dengan peraturaj

13. Pembayaran uang mak

anggaran yang tersedia dalam DIPA BSN.

14.

Apabila pagu anggaran untuk uang makan PNS

PNS hanya dapat di

Ha PNS Golongan II/d ke
PNS Golongan Ill/a ke atas
1 yang berlaku.

perikan dalam batas pagu

tersebut tidak disediakan

atau tidak cukup terseflia pada DIPA, BSN dgpat merevisi DIPA sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.PNS yang belum di
sebelumnya dapat diba

dananya tersedia dalam

HARI KERJA DAN PENCATATAN KEHA]

Pelaksanaan hari kerja ¢
1 (satu) minggu terdiri af

sampai dengan hari Jum

2. Kehadiran dan kepulang
Kerja pada mesin Penca
kali yaitu pada saat mas

3. Dalam hal PNS lupa da|

mesin Pencatatan Kehad

pada saat pulang kerja

e
dapat melakukan klariﬁI(asi dengan menyertakan Surat Pernyataan Lupa

Melakukan Pencatatan K
sebagaimana tercantum
mendapat persetujuan

rendahnya Pejabat Eselo

yarkan uang makar
kan pada tahun angg
DIPA BSN.

BAB III

li lingkungan Badan Sta
las S (lima) hari kerja yal

at.

latan Kehadiran Kerja e
1k kerja dan pada saat
lam melakukan Pencata
iran Kerja elektronik p4g

bagaimana dimaksud

(ehadiran Kerja yang dil
pada Bab IV Lampirar]
oleh Atasan Langsu
h 11 di lingkungan kerja |

pada tahun anggaran

aran berikutnya sepanjang

DIRAN KERJA

ndardisasi Nasional dalam

ng dimulai pada hari Senin

lan PNS dibuktikan denjgan Pencatatan Kehadiran

ektronik sebanyak 2 (dua)
julang kerja.

tan Kehadiran Kerja pada
jJda saat masuk kerja atau
pada angka (2), maka PNS

buat sesuai dengan format
Peraturan ini dan harus
ng Struktural serendah-
PNS yang bersangkutan.

4. Surat. ...




10.

BSN)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Melakukan
sebagaimana dimaksud |pada angka (3) yang md
banyak 3 (tiga) kali dal 1 (satu) bulan.
Klarifikasi dan Surat Pg¢rnyataan Lupa Melaku

Surat Pernyataan Lypa

Kerja sebagaimana dimpksud pada angka (3)

Pencptatan Kehadiran Kerja

ndapatkan toleransi paling

kan Pencatatan Kehadiran
Hisampaikan kepada OSIP

untuk dilakukan perbaikan data pada sistem Ppncatatan Kehadiran Kerja

elektronik.

Klarifikasi dan Surat P¢rnyataan Lupa Melakukan Pencatatan Kehadiran

Kerja sebagaimana dimpksud pada angka (4)

lambat 3 (tiga) hari kerja pada bulan berikutnya.
PNS yang tidak melakukan klarifikasi terhadap

Kehadiran Kerja atau PNS melakukan klarifikas

pernyataan kepada OSIP lebih dari 3 (tiga]

berikutnya dianggap me

diterima oleh OSIP paling

data rekaman Pencatatan
dan menyampaikan surat

hari kerja pada bulan

hyetujui data rekaman Hencatatan Kehadiran Kerja

dilakukan secara manual

elektronik  mengalami

dari OSIP.

Pengisian Pencatatan Kehadiran Kerja dapat

dalam hal:

a. mesin Pencatatan| Kehadiran Kerja
kerusakan/tidak berfungsi;

b. PNS belum terdaftar dalam sistem Penfatatan Kehadiran Kerja
elektronik;

c. sidik jari tidak ter¢kam dalam mesin Pepcatatan Kehadiran Kerja
elektronik; atau

d. terjadi keadaan kahay (force majeure).

Keadaan kahar (force
huruf (d) merupakan s

kendali manusia dan tidgk dapat dihindarkan.

ajeure) sebagaimana dimaksud pada angka (7)

tu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan

Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada angka (8)

harus dinyatakan secara| tertulis oleh Kepala.

BAB IV. ...
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FORMAT SURAT PERNYATAAN LUPA DAFT

LUPA MELAKUJ
Saya yang bertandatangan d

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Unit Kerja

dengan ini menyatakan bah
tanggal .. i 20.. datang
untuk melakukan pencg

menggunakan mesin Pencat

Demikian Surat Pernyataam ini saya buat dengar
sebagaimana mestinya.

diketahui dan dipergunakan

Mengetahui,
Atasan Langsung serendah-1
Eselon II,

(Nama Jelas)
NIP.

*) coret salah satu

BSN)

BAB IV

i bawah ini :

rendahnya Pejabat

SURAT PERNYATAAN
KAN PENCATATAN KEHADIRAN KERJA

(Nal

NIP}

NAL

AR HADIR KERJA

wa saya benar-benar hddir bekerja pada hari ...... ’
/pulang kerja*) Pukul .
tatan kedatangan/kep
atan Kehadiran Kerja ele

... WIB, namun saya lupa
ulangan kerja” dengan
ktronik.

sebenar-benarnya untuk

g Membuat Pernyataan,

ma Jelas)

BAB V. ...




BADA

TATA CA]

11
menyampaikan daftar

Pejabat Eselon
Pejabat Eselon Il yang
tertulis paling lambat 7
Unit Kerja yang membij
Daftar Uang Makan yan
dengan Daftar Perhitung
BP, dan PPK.

dokumen pendukung.
PPK mengajukan SPP-LS
Daftar Perhitungan [
dan PPK;

Daftar Hadir Kerja;
SPTJM; dan

SSP PPh Pasal 21.

a.

b.
C.
d.

PP-SPM meneliti dan fnenguji SPP-LS uang

pendukung.
Setelah dilakukan penel
uang makan sebanyak rg
a. Lembar kesatu dan l¢

b. Lembar ketiga sebagd

RA PEMBAYARAN UANG

yang membidangi Orga

rlembidangi Tata Usaha

langi Tata Usaha dan
p selanjutnya disampai

lan Uang Makan yang

BSN

N STANDARDISASI NASIO

BAB V

ekapitulasi Pencatatan

ujuh) hari kerja pada b

uang makan kepada PP

tian dan pengujian, PP-

mbar kedua disampaika

i pertinggal pada Badan

SPM-LS uang makan Yy
mitra dengan melampir
a. Daftar Perhitungan

b. SPTJM; dan

c. SSP PPh Pasal 21.

g Makan;

hisasi

NAL

MAKAN

dan Kepegawaian

Kehadiran Kerja kepada

dan Rumah Tangga secara
hlan berikutnya.

Rumah Tangga menyusun
s

PPK melakukan penelitign dan pengujian permi

kepada PPK, dilengkapi
ndatangani oleh PPABP,

htaan pembayaran beserta

-SPM dengan melengkapi:

Jang Makan yang ditandlatangani oleh PPABP, BP,

makan beserta dokumen

SPM menerbitkan SPM-LS

ingkap 3 (tiga), dengan geruntukan:

n kepada KPPN mitra; dan
Standardisasi Nasional.

g telah diterbitkan djsampaikan kepada KPPN

8. Pengujian. ...




BSN)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

8. Pengujian SPM-LS uang|makan dilakukan oleh PPN mitra.

9. BP membayar uang makan kepada masing-masing PNS setelah SP2D terbit
dan dana telah ditransfer ke rekening BP.

10. Pertanggungjawaban ugng makan harus diserphkan kepada BP setelah

uang makan dibayark
11. SPM-LS untuk kekw:Igan pembayaran uang makan diajukan kepada

KPPN untuk penerbitan BP2D dengan melampirKan:

a. Daftar Perhitungan Hekurangan Pembayaran|Uang Makan;

b. SPTJM; dan

c. SSP PPh Pasal 21.
12. Format Daftar Perhitungan Uang Makan, SPTJM, dan Daftar Perhitungan

Kekurangan Pembayar: Uang Makan adalall sebagaimana ditetapkan

pada Peraturan Mentefi Keuangan Nomor 1/10/PMK.05/2010 tentang

Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri

Sipil.

BAB VI. ...
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BAB VI

MEKANISME TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pejabat Eselon Il
yang membidangi
COrganisasi dan
Kepesawaian
1 REKAP DHK
Pejabat Eselon Il
yang membidangi
TataUsshadan PNS BSN
Rumah Tangsa Y
2 s | B8
ndahara
K I;tngelua ran
3 5
SPM- Trangfer
LS
PP-SPM - KPPN
4

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

=

BAMBANG PRASETYA




